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ABSTRAK 
 
ISMAWANTO (B11111058), Analisis Hukum Pidana dalam Penerepan 
Pasal 351 KUHP terhadap Perkara Penembakan oleh Aparat Kepolisian, 
dibimbing oleh Muhadar sebagai pembimbing I dan Hj. Nur Azisa sebagai 
Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 351 
KUHP terhadap perkarapenembakan oleh aparat kepolisian dalam 
perkara putusan No.1149/Pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai dengan 
ketentuan pidana atau tidak serta untuk mengetahui pertanggungjawaban 
pidana terhadap aparat kepolisian yang melakukan penembakan tidak 
sesuai dengan prosedur yag berlaku. 
Penelitian ini dilakukan di Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri 
Makassar yang berlokasi di Jl. R. A. Kartini No.18/23 Makassar, Sulawesi 
Selatan, dengan menganalisis putusan No.1149/Pid.B/2013/PN.Mks, serta 
menelaah dokumen-dokumen yang terkait. Data yang diperoleh kemudian 
diolah dan dianalisis secara deskriptif. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Kepemilikan senjata 
api, baik bagi masyarakat sipil maupun kepolisian diatur dalam Pasal 1 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang senjata api. 
Prosedural melepaskan tembakan oleh Anggota kepolisian Negara 
Republik Indonesia dalam menjalankan tugas juga diatur dalam Prosedur 
Tetap Penggunaan Senjata Api No. Pol : Protap/01/V/2001 dan Peraturan 
Kapolri No. 1 Tahun 2001 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan 
Kepolisian Tujuan pengaturan senjata api adalah untuk menjamin adanya 
perlindungan bagi hak-hak masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh 
para pejabat penegak hukum dan memahami adanya bahaya yang 
dihadapi penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam 
menjamin kelangsungan hidup Negara dan merupakan syarat utama 
mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan 
beradab berdasarkan UUD 1945. Untuk memelihara keamanan dalam 
negeri peran yang paling utama adalah peran kepolisian Negara Republik 
Indonesia, yang memiliki ruang lingkup pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan. Serta saat ini telah terjadiperubahan paradigma tentang 
pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 
Negara Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.1 
Kita sama-sama tahu bahwa sejarah kepolisian di Indonesia tidak 
terlepas dari sejarah kekuasaan Negara kita. Maju mundurnya peranan 
kepolisian dari masa ke masa sangat bergantung pada kondisi hukum dan 
organisasi kekuasaan Negara pada saat itu. Bagi kepolisian, kebebasan 
profesi ( free profession ) ternyata penting. Tidak sekedar demi lembaga 
kepolisian itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang 
lebih luas. Yakni, terciptanya lembaga kepolisian yang professional. 
                                                          
1 Satjipto Rahardjo, 2007, Membangun Polisi Sipil, Jakarta: Kompas, hal.xii 
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Semakin profesional semakin mudah menegakkan rule of law terutama 
terhadap berbagai masalah hukum maupun hak asasi manusia. 
Paradigma ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan 
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
bermakna sebagai “research guidance” melalui “model problems and 
solution”, yang menunjukkan bagaimana konstruktivisme kepolisian 
seharusnya menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. 
Perkembangan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan 
merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, 
demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitasi, telah melahirkan 
paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan 
tanggung jawab Kepolisan Negara Republik Indonesia sebagai penegak 
hukum yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan 
dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang makin meningkat dan terorientasi kepada 
masyarakat yang dilayaninya. Kehidupan hukum, menurut Friedmann, 
setidaknya ditentukan oleh tiga faktor yaitu substansi atau norma hukum, 
struktur atau lembaga hukum, dan kultur hukum. Kendatipun di Indonesia 
berlaku asas fiksi hukum dimana setiap orang dianggap tahu hukum, 
namun kenyataan menunjukkan bahwa substansi dan struktur hukum kita 
tidak banyak diketahui oleh orang. Sementara kebanyakan orang masih 
sedikit yang tahu. Pada gilirannya orang kebanyakan hanya tahu hukum 
perilaku atau kultur hukum para aparat penegak hukum. Itu pun lebih 
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banyak terjadi ketika mereka bersentuhan langsung dengan aparat 
hukum. 
Pada titik ini, masyarakat lebih banyak bersinggungan dengan 
lembaga kepolisian, karena polisilah penegak hukum yang mudah 
dijumpai ditempat terbuka atau di jalan-jalan. Berbeda dengan para hakim, 
jaksa, dan para birokrat yang seringkali hanya dapat dijumpai di kantor-
kantor tertutup. Orang akan memahami hukum yang berlaku dari perilaku 
atau budaya hukum para polisinya. Kalau polisi dijalanan menggunakan 
kekerasan, atau polisi mudah disuap, atau sebaliknya, maka dengan 
mudah masyarakat akan membuat penilaian terhadap wajah hukum 
negeri kita sesuai dengan pengalaman yang mereka temui. Maka dari itu, 
peranan Anggota Kepolisian Republik Indonesia sangat berpengaruh 
dalam mewujudkan stabilitas keamanan Negara, untuk itu profesionalisme 
kinerja instansi ini sangat dibutuhkan. Tugas polisi senantiasa diukur 
dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa 
keadilan individu perorangan. Pengambilan keputusan yang dilakukan 
polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang 
erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Terkadang ada beberapa 
oknum polisi yang keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah 
suatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat tertentu yang merasa 
dilanggar hak asasi manusianya dan memberikan tanggapan negative 
terhadap kepolisian. Hal inilah yang mendasari masyarakat bertanya-
tanya, mengapa polisi selalu menggunakan kekerasan dalam mencegah 
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maupun menyelesaikan suatu masalah. Selain itu banyak pula 
masyarakat yang beranggapan bahwa polisi tidak tanggap, serta kurang 
melindungi dan mengayomi masyarakat.Kondisi tersebut dilatarbelakangi 
oleh bagaimana bentuk pelaksanaan penegakkan hukum saat di 
lapangan, khususnya mengenai tindakan aparat kepolisian saat berada 
ditempat kejadian perkara yang dapat diukur dari standar kualitas 
kemampuan profesi kepolisian ataupun mengenai ketidakmampuan 
institusi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Masyarakat menilai 
dalam menghadapi pelaku kejahatan, lembaga kepolisan seringkali 
menggunakan kekerasan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa. 
Fungsi kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum yang 
didalamnya adalah aspek perlindungan HAM ( Hak Asasi Manusia ). 
Tetapi tidak sedikit tindakan kepolisian yang jelas-jelas sudah melanggar 
hak asasi manusia. Namun tindakan tersebut akan dianggap sah atas 
dasar menjalankan tugas, sehingga tindakannya tersebut sulit untuk 
dituntut sesuai dengan prosedur. Mungkinkah kepolisian dapat dibebani 
tanggung jawab untuk melakukan penyidikan terhadap diri mereka sendiri 
apabila mereka terlibat dalam kasus secara langsung. Sementara mereka 
bias saja mengelak dengan mengatakan bahwa tindakan mereka sesuai 
dengan prosedur yang diatur. Padahal, kehadiran sosok polisi yang baik 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan kemandirian anggota 
kepolisian dan system operasional yang tanpa tekanan dari pihak 
manapun. Karena seringkali kepolisan mengatakan diri mereka sebagai 
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pembela kejahatan, namun baik sadar ataupun tidak seringkali tindakan 
mereka malah menimbulkan kejahatan yang lain bagi masyarakat. Tidak 
sedikit dari tindakan mereka yang akhirnya  berujung pada pelanggaran 
hak asasi orang lain, akan tetapi mereka lagi-lagi mengatasnamakan 
tindakan mereka sebagai wujud dari tugas dan kewajiban dalam 
menghadapi suatu tindak kejahatan. 
Dalam pelaksanaannya banyak tindakan kepolisian yang secara jelas 
sudah melanggar hak asasi manusia. Memang benar bahwa berbicara 
mengenai polisi tidak bias terlepas dengan yang namanya kekerasan 
karena polisi dalam tugas sehari-harinya sering berinteraksi dengan dunia 
kekerasan. Setiap saat polisi harus berhadapan dengan sosok perilaku 
manusia yang namanya kekerasan atau kejahatan demi memelihara 
ketertiban dan keamanan masyarakat. Karena setelah resmi terpisah dari 
TNI, maka tanggung jawab dalam negeri sepenuhnya berada di pundak 
kepolisian. Hal tersebut dapat dikatakan berat bagi kepolisian, namun 
tidak serta merta bisa dijadikan alas an untuk melakukan tindakan yang 
dapat melanggar hak asasi orang lain dan juga dikarenakan hal tersebut 
tetap tidak boleh membiarkan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat 
kepolisian karena dapat melukai hati masyarakat luas. 
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hampir di setiap menghadapi 
tindak kejahatan polisi selalu menggunakan senjata api dan sering pula 
kita mendengar aparat kepolisian melakukan penembakan dalam 
menjalankan tugasnya. Padahal penggunaan senjata api oleh aparat 
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sudah ada aturan-aturan tertentu yang mengaturnya. Dimana aparat 
dapat menggunakan senajata api apabiloa dalam keadaan yang sangat 
mendesak, sepeti apabila pelaku berusaha melawan yang mana dapat 
membahayakan diri aparat atau orang lain atau  pelaku berusaha 
melarikan diri maka aparat kepolisian diperkenankan untuk menggunakan 
senjata api tetapi apabila dianggap masih dapat dilakukan dengan cara 
yang manusiawi, maka aparat kepolisian tidak dibenarkan untuk 
mempergunakan senjata api. Perilaku aparat kepolisian yang sering 
menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, akan dengan 
sendirinya mendapat pengakuan negatif dan ketidakpercayaan dari 
masyarakat. Polisi akan kehilangan kewibawaannya di mata masyarakat 
dan hal ini akan mengarah pada suatu instabilitas keamanan yang akan 
mendorong terjadinya aksi anarkis dari masyarakat. 
Tindakan polisi yang sering kali mengakibatkan pelanggaran hak asasi 
bagi orang lain memang mendapat pembenaran dan tidak dapat 
disalahkan. Kewenangan ini tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Namun hal ini yang sering disalahgunakan oleh aparat 
kepolisian setiap menjalankan tugas yang mengakibatkan pelanggaran 
bagi terhadap orang lain. Memang betul secara formal prosedur 
penggunaan senjata api telah diatur. Namun, apakah dalam 
pelaksanaannya tindakan tersebut tidak keluar dari aturan yang telah 
ditentukan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
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undangan lain yang berlaku. Sebab apabila tindakan tersebut keluar dari 
aturannya maka aparat kepolisian dapat dikatak melanggar hak asasi 
serta dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak kejahatan atas dasar 
penggunaan senjata api serta eksekusi yang tidak sesuai dengan proses 
hukum semestinya. Tentu dalam prosedur formal menjadi standar 
operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas kepolisian, akan tetapi 
kebijakan dilapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh 
seorang polisi. Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di 
satuan kerja aparat kepolisian, umpamanya yang bersifat situasional. 
Yaitu penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum yang 
semestinya. 
Pada dasarnya segala bentuk penyimpangan perilaku oleh aparat 
kepolisian tentunya tidak akan terjadi apabila aparat kepolisan sadar akan 
posisinya sebagai pelindung, penganyom serta sebagai aparat penegak 
hukum bagi anggota masyarakat yang membutuhkannya. Akan tetapi 
dengan dilengkapi berbagai macam alat pengamanan yang sifatnya untuk 
melumpuhkan, tidak sedikit aparat kepolisian yang terpengaruh utnuk 
melakukan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu penggunaan senjata api 
yang tidak seharusnya dilakukan. Karena pemberian alat dan 
semacamnya dilakukan dengan maksud agar aparat kepolisian bias lebih 
menjaga diri dan menjalankan tugasnya dengan aman tanpa harus 
mengakibatkan kerugian ataupun pelanggaran terhadap orang lain. 
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 Inilah yang menjadi dasar bagi Penulis sehingga memutuskan untuk 
melakukan penelitian lebih dalam terhadap masalah tersebut yang 
kemudian akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum 
Pidana dalam Penerapan Pasal 351 KUHP Terhadap Perkara 
Penembakan oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Putusan 
No.1149/Pid.B/2013/PN.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan di atas, 
maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 
1. Apakah penerapan Pasal 351 KUHP teradap perkara 
penembakan oleh aparat kepolisian dalam perkara putusan 
No.1149/Pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan 
hukum pidana? 
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota 
kepolisian yang melakukan penembakan tidak sesuai dengan 
prosedur? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 351 KUHP terhadap perkara 
penembakan oleh aparat kepolisian dalam perkara putusan No. 
No.1149/Pid.B/2013/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan hukum 
pidana atau tidak. 
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2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap aparat 
kepolisian yang melakukan penembakan tidak sesuai dengan 
prosedur yang berlaku.  
B. Manfaat Peneletian 
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 
1. Sekiranya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh aparat 
penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia agar 
tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan 
kepadanya. 
2. Sekiranya bisa menjadi bahan acuan terhadap Kepolisian Republik 
Indonesia untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap para 
aparatnya dalam hal penggunaan senjata api. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian 
1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 
a. Tindak Pidana 
Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenal dengan istilah “Strafbaar Feit” dan dalam kepustakaan 
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan 
pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung 
suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum 
pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat.   
 Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu 
Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang 
menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah : 
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“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa melanggar larangan tersebut”2 
 
Jadi berdasarkan pendapat tersebut diatas pengertian tindak pidana yang 
dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa 
merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu 
aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum tersebut 
ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi 
pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang 
menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang 
yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian 
dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan 
pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa 
aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh 
karenanya antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian juga 
mempunyai hubungan yang erat pula. 
 Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang 
Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana 
akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut : 
“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu 
aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”3 
 
Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum 
pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang 
                                                          
2 Moeljatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54 
3Bambang Poernomo, 1992, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, hlm.130 
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masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun yang tidak 
tertulis. Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari 
perbuatan pidana yang dinyatakan hanyamenunjukkan sifat perbuatan 
terlarang dengan diancam pidana.4 
 Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan 
pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk 
mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit namun belum jelas 
apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit 
dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh 
sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci 
menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan 
bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan. Selain 
itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang 
menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat 
reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana. 
 Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi 
pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar 
pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, 
tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu 
mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas 
(Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 
                                                          
4Ibid., hlm.130 
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dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dalam bahasa 
latin “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli” (tidak ada 
delik, tidak pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari 
Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud 
mengandung tiga pengertian yaitu : 
 Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal 
itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-
undang 
 Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak oleh digunakan 
analogi 
 Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlalku surut. 
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang 
dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi 
untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya 
yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. 
Dikatakan bahwa kesengajaan (Dolus) dan kealpaan (Culpa) adalah 
entuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan 
(Schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah 
karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat 
melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut dia harus 
pertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah 
dilakukannya untuk diadili dan bilamana telah terbukti benar ahwa telah 
terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka 
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dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang 
mengaturnya. 
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-
unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan 
sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah 
melakukan tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak 
pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang 
terdiri dari unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. 
 Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya 
segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur 
objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si 
pelaku itu harus dilakukan.5 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus dan Culpa); 
b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
                                                          
5Lamintang,1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.Citra 
Aditya, hlm. 193. 
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c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte raad seperti 
yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 
KUHP; 
e. Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
b. Kwalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
Perseroan Terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 
c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut : 
 Diancam dengan pidana oleh hukum 
 Bertentangan dengan hukum 
 Dilakukan oleh orang yang bersalah 
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 Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.6 
2. Polisi 
Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang 
semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan 
ketertiban didalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-
masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarbangsa, 
sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta 
pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia untuk ikut aktif dalam 
berbagai operasi kepolisian misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di 
Kamboja (Asia). Berikut pengertian polisi menurut beberapa ahli : 
a. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa polisi adalah suatu 
kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang 
berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang 
merupakan bagian dari fungsi kamtibnas (keamanan dan ketertiban 
nasional). 
b. Charles Reith menyatakan dalam bahasa inggris, “polisi” 
mengandung arti lain. Dalam bukunya The Blind of History “bahwa 
polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan 
tata susunan kehidupan masyarakat”. Pengertian ini berpangkal 
dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup 
berkelompok dan membuat aturan yang disepakati bersama. 
Diantara kelompok itu terdapat anggota-anggota yang tidak mau 
                                                          
6Andi, Hamzah. 2004, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
hlm.88. 
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mematuhi aturan bersama sehingga tumbuh masalah siapa yang 
berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota 
kelompok yang telah melanggar, dari pemikiran tersebut kemudian 
diperlukan polisi. 
c. Menurut Romli Atmasasmita Polisi adalah petugas terdekat dan 
terdepan dengan kejahatan di masyarakat. Selain masyarakat, 
polisi adalah pihak pertama yang akan menerima laporan tentang 
kejahatan atau mengetahui tentang terjadinya suatu kejahatan. 
d. Menurut Warsito Hadi Utomo pengertian polisi sekarang berbeda 
dengan pengertian polisi dari awal ditemukannya istilah tersebut. 
“pertama kali ditemukan polisi dari bahasa Yunani “politea” yang 
berarti seluruh pemerintah Negara kota” 
e. Dalam kamus Bahasa Indonesia istilah polisi mengandung 
pengertian : “Polisi adalah badan pemerintahan (sekelompok 
pegawai Negara) yang bertugas memelihara, menjaga keamanan 
dan ketertiban umum”. 
f. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2002 tertuang dalam Pasal 5, bahwa Kepolisian 
Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negeri. 
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3. Prosedural Kepolisian 
Secara singkat prosedur bisa dimaknai dengan peraturan. 
Lengkapnya, prosedur adalah aturan dalam bermain, bekerja sama, 
berkoordinasi sehingga unit-unit dalam suatu sistem dapat berinteraksi 
secara efisien dan efektif. Jadi prosedur lebih menekankan pada sebuah 
tahapan atau urutan yang sistematis hingga bisa tercapai suatu hasil yang 
maksimal. Selain pengertian yang dilihat singkat dan umum diatas, masih 
ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para pakar. Berikut ini 
adalah pengertian prosedur menurut para ahli : 
a. Menurut Ismail Masya, prosedur adalah suatu rangkaian tugas-
tugas yang saling berhubungan berupa urutan waktu dan tata cara 
tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan berulang-
ulang. 
b. Menurut Gerald Cole, prosedur adalah suatu urutan pekerjaan yang 
melibatkan beberapa orang dalam satu bagian yang disusun untuk 
menjamin adanya perlakuan seragam terhadap transaksi 
perusahaan. 
c. Menurut M. Ali, prosedur adalah tata cara dalam menjalankan suatu 
pekerjaan. 
d. Menurut Narko, prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti 
dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional. 
e. Menurut Kamaruddin, prosedur adalah suatu susunan teratur 
sebuah kegiatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan 
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prosedur-prosedur yang berkaitan memudahkan dalam 
melaksanakan kegiatan utama dari suatu organisasi. 
f. Menurut Fauzi, prosedur adalah urutan pekerjaan administrasi yang 
melibatkan beberapa orang dalam satu bagian yang disusun untuk 
menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi 
perusahaan yang sering terjadi. 
g. Menurut Amin Widjaja, prosedur adalah sekumpulan bagian yang 
saling berkaitan. 
h. Menurut Mulyadi, prosedur adalah urutan kegiatan klerikal yang 
biasanya melibatkan beberapa orang dalam sebuah organisasi, 
dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 
perusahaan yang terjadi berulang-ulang.7 
Prosedur bisa didokumentasikan atau tidak, tergantung dengan 
kebutuhan dari setiap organisasi atau perusahaan. Prosedur yang 
didokumentasikan disebut dengan prosedur tertulis. Biasanya prosedur 
jenis ini memiliki aturan formal yang harus dipatuhi. Berdasarkan 
pengertian prosedur menurut para ahli di atas dan juga aturan formal 
prosedur tertulis, bisa disimpulkan bahwasanya prosedur bisa diartikan 
sebagai suatu tata cara atau urutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 
dengan urutan waktu dan pola kerja yang tetap dan telah ditentukan. 
 
 
 
                                                          
7Awaloedin Djamin, 2007, Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Erlangga, hlm.122 
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B. Unsur Delik Sebagai Syarat Pemidanaan 
3. Unsur-unsur Tindak Pidana  
Mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Ada Perbuatan (mencocoki Rumusan Delik)  
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, 
perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan.8 Perbuatan 
manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang 
diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. 
Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut act, yang oleh sebagian 
pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu 
hal atau kejadian disebut omission, yang oleh sebagian pakar disebut 
sebagai perbuatan negatif.9 
Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-
unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan 
maupun pertanggungjawaban pidananya. 
2) Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk) 
Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya 
dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada 
undang-undang (melawan hukum formil/ formelle wederrechtelijk) dan 
dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil/ materieel 
wederrechtelijk). Satochid Kartanegara berpendapat bahwa  formelle 
                                                          
8 Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bag.1. Stelsel Pidana, Tindak 
Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya  Hukum Pidana, Jakarta : PT 
Raja Grafindo Persada.hlm. 83. 
9Leden Marpaung, 2009,Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar 
Grafika, hlm. 31. 
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wederrechtelijk bersandar pada undang-undang, sedangkan materieel 
wederrechtelijk bukan pada undang-undang, namun pada asas-asas 
umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan 
algemene beginsel.10 
3) Tidak Ada Alasan Pembenar 
Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya  
perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik 
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain alasan 
pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan.11Hal-hal yang 
dapat menjadi alasan pembenar, antara lain:  
1) Daya Paksa Absolut 
Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa 
barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu 
kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum. Berdasarkan 
doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan menjadi dua, yaitu daya 
paksa absolut (vis absoluta) dan daya paksa relatif (vis compulsiva). 
Apabila dilihat dari segi asalnya tekanan dan paksaan itu, maka bentuk 
daya paksa disebabkan oleh perbuatan manusia dan bukan perbuatan 
manusia. Akan tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, maka 
daya paksa disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik dan psikis.12 
 
                                                          
10Ibid., hlm. 45. 
11Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education 
Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 52. 
12Ibid., hlm. 30. 
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2) Pembelaan Terpaksa  
Perihal pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan dalam Pasal 49 
ayat (1) KUHP sebagai berikut:  
“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya 
untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan 
kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari 
pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera 
pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.” 
 
Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana tersebut ditentukan 
syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat 
dibenarkan. Menurut pasal ini, untuk pembelaan terpaksa diisyaratkan: 
a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, 
kehormatan kesusilaan atau harta benda; 
b. Serangan itu bersifat melawan hukum; 
c. Pembelaan merupakan keharusan; 
d. Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam pasal 
49 ayat (1) KUHPidana). 
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini 
sesuai dengan asas keseimbangan (proporsionaliteit). Selain itu, juga 
dianut asas subsidiaritas (subsidiariteit), artinya untuk mempertahankan 
kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil 
upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.13 
3) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang  
                                                          
13  Adami Chazawi, 2011, Pelajaran hukum Pidana Bagian 2; Penafsiran Hukum 
Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & 
Ajaran Kausalitas, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 46.  
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Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-
undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut:  
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang tidak dipidana.” 
Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi peraturan 
(verordening) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu 
menurut undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan yang berasal langsung 
dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang mempunyai wewenang 
(bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang- 
undang.14 
4) Menjalankan perintah jabatan yang sah  
Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:  
 
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah 
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak 
dipidana.” 
Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang yang 
memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Hoge Raad 
memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh pengairan Negara 
kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukan 
perintah jabatan (HR 27 November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 266).15 
Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan 
tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu 
                                                          
14 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm.69. 
15Ibid.,hlm. 71. 
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peraturan. Di samping itu, antara orang yang diperintah dengan yang 
memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi. 
4. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang 
terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan 
pidana yang terjadi atau tidak16. 
1. Mampu Bertanggungjawab  
 Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang 
(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-
tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan 
tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond 
atau alasan pembenar) untuk itu. 
 Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab 
(toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya: 
1) Keadaan jiwanya:  
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temporair); 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan 
sebagainya) ; dan  
                                                          
16Ibid., hlm. 73. 
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c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/ 
slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain 
sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.  
2) Kemampuan jiwanya:  
a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya; 
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah 
akan dilaksanakan atau tidak; dan 
c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.  
2. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggungjawab.17 
Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk 
kesalahan terdiri dari:  
1) Kesengajaan (opzet)  
Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu 
perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadaka 
larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat 
dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:18 
a. Sengaja sebagai niat (Oogmerk)  
                                                          
17Ibid., hlm 77-78.   
18Ibid., hlm. 78-83.   
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Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik 
yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki 
mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman 
hukum pidana. 
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzijn). 
Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan 
tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak 
sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. 
c. Sengaja sadar akan kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn) 
Kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan merupakan 
terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan 
merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah 
tujuan pelaku tercapai. 
2) Kealpaan (culpa)  
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 
ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan 
perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi 
menjadi dua macam yaitu: 
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a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan melakukan 
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak 
perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut 
sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP; 
b. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari 
kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh 
hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana 
diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.  
Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema 
kelalaian atau culpa yaitu19: 
a. Culpa lata yang disadari (alpa)  
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono 
(roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh. 
b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain 
kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus sadar 
dengan risiko, tetapi tidak demikian. 
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf  
Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai 
melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan. 
Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang 
terdapat dalam KUHP yaitu:  
                                                          
19Ibid.,hlm 84-85.   
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a. Daya paksa relative (Overmacht); 
Overmacht merupakan daya paksa relative (vis compulsive) seperti 
keadaan darurat. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) daya paksa 
dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam 
dwangpositie (posisi terjepit). 
b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces);  
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 49 
ayat (2) KUHP. Ciri dari Pembelaan terpaksa yang melampaui batas 
(noodweer exces) adalah: 20 
a) Pada pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces), 
pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat; 
b) Perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan 
hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa 
yang hebat. 
Lebih lanjut, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas 
menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (noodweer) 
merupakan dasar pembenar karena melawan hukumnya tidak ada. 
c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa 
mengira perintah itu sah.  
Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, perintah 
jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari 
pemidanaan harus memenuhi dua syarat: 
                                                          
20Ibid, hlm. 90. 
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a) Syarat subjektif yaitu pembuat harus dengan itikadbaik  
memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang; 
b) Syarat objektif yaitu pelaksanaan perintah harus terletak dalam 
ruang lingkup pembuat sebagai bawahan. 
C. Senjata Api 
a. Polisi dan Senjatanya 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri 
adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan 
perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pasal 1 Ayat (1) Perkapolri Nomor 
1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian 
tersebut merupakan gambaran bagaimana oknum kepolisian yang 
merupakan alat Negara agar tetap kondusif dan steril dari berbagai tindak 
kejahatan dalam bentuk apapun sehingga mengemban amanat Negara 
yang cukup besar  
 Seperti kita ketahui bersama Polri yang diamanatkan untuk 
mengayomi dan menciptakan keamanan di kehidupan masyarakat di 
berikan hak untuk mempersenjatai diri termasu dengan senjata api yang 
tentunya diperleh degan beberapa tahapan dan persyaratan demi 
menjaga diperoleh dengan beberapa tahapan dan persyaratan demi 
menjaga substansifitas penggunaan. Namun legalitas penggunaan 
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senjata api oleh aparat kepolisia bukan berarti tanpa aturan. Ada batasan-
batasan yang mengatur penggunaan senjata api oleh personel polisi. 
Mereka tidak senantiasa dibenarkan menggunakan atau mengoperasikan 
senjata yang mereka miliki selama bertugas tanpa ada hal-hal yang 
memang mengharuskan mereka untuk menggunakannya seperti yang 
diatur dalam Pasal 7 ayat (2d) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 yang 
berisikan momentum dimana mereka diperkenankan menggunakan 
senjata api seperti saat ada tindakan agresif yang bersifat segera yang 
dilakukan oleh pelaku kejahatan atau membahayakan kehormatan 
kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau dapat menimbulkn bahaya 
terhadap keselamatan umum, seperti membakar stasiun pompa bensin, 
meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, dapat 
dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain. Hal ini mengindikasikan 
sakralnya sebuah senjata api bagi seorang aparat polisi sehingga senjata 
api tersebut tidak harus senantiasa digunakan mereka dalam upya 
,enciptakan kondusifitas Negera kecuali ada hal-hal tertentu yang 
memanh mengharuskan untuk menggunakannya seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya diatas.21 
b. Senjata Api Sebagai Alat Pengaman Bagi Aparat Kepolisian 
 Kepemilkan senjata  api selain untuk melksankan tugas pokok bagi 
anggota TNI dan Polri, hal tersebut juga diperuntukkan tugas sebagai alat 
pengaman untuk memela diri. Alat untuk mempertahanan diri dan sebagai 
                                                          
21Satjipto Rahardjo, Op.Cit., Hlm. 202 
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alat untuk membela diri. Alat untuk mempertahankan diri dan sebagai alat 
untuk membela diri sering kita dengar terlontar dari para pelaku 
penyalahgunaan senjata api tidak terkecuali aparat polisi. Berdasarkan 
Surat Direktur Intelpan atas nama Kapolri Nomor:R/WSD404/VII/98/Dit 
LPP tertanggal 21 Agustus 1998. Peralatan keamanan yang dapat 
digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah : 
 Senjata gas air mata yang berbentuk: pistol/revolver gas, 
stick/pentungan gas, spray gas, gantungan kunci gas, 
extinguistinggun/pemadaman api ringan, pulpen gas, dan 
sebagainya. 
 Senjata kejutan listrik yang berbentuk :stick/tongkat listrik, kejutan 
genggam, senter serba guna dan sebagainya. 
 Senjata panah : model cross bow (senjata panah), panah busur 
dan sebagainya. 
 Senjata tiruan/replica 
 Senjata angina calibra 4,5 MM 
 Alat pemancang paku beton. 
Selanjutnya aturan dan peraturan tentang penggunaan senjata api 
sebagai alat pengamanan oleh aparat penegak huum akan 
mencakup pedoman-pedoman sebagai berikut : 
a. Menetapkan keadaan dimana aparatur penegak hukum diberi 
wewenang untuk membawa senjata api dan menentukan jenis 
senjata api dan amunisi ang diperlukan. 
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b. Memastikan bahwa senjata api digunakan dalam keadaan-
kadaan yang tepat dengan cara yang mungkin sekali 
mengurangi resik kerugian yang tidak perlu. 
c. Melarang digunkan senjata api dan amunisi itu yang 
menyebabkan timbulnya luka yang tidak beralasan atau 
menimbulkan resiko yang tidak beralasan. 
d. Mengatur pengendalan, penyimpanan dan pengeluaran senjata 
api termasuk prosedur bahwa aparatur penegak hukum 
bertanggung jawab atas senjata api dan amunisi yang diterima 
oleh mereka. 
e. Mengurus peringatan yang diberikan kalau tepat, apabila 
senjata api diteruskan. 
f. Mengatur suatu system laporan apabila pejabat penegak 
hukum menggunakan senjata api dalam melaksanakan 
tugasnya. 
c.  Jens-jenis Senjata Api Yang Digunakan Aparat 
Kepolisian. 
Berikut adalah jenis-jenis senjata api yang digunakan oleh aparat 
kepolisian :22 
 
 
                                                          
22 Kiki Abrianti, Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedural Lepaskan Tembakan Oleh 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Skripsi Perpustakaan Fakultas Hukum 
Unhas, Makassar, 2013, Hlm. 16 
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1. Senjata Api Genggam 
Senjata api genggam adalah senjata api yang bias 
ditembakkan hanya dengan satu tangan. Yang termasuk senjata 
golongan ini yaitu : 
a. Pistol, senjata api genggam yang kamar pelurunya 
menyatu dengan laras. Pistol menggunakan kaliber 
peluru yang bervariasi, dari. 22 sampai. 50 cal. 
b. Revoler, sesuai arti kataya yaitu “berputar” (revolve) 
menggunkan silinder berputar yang berisikan kamar 
peluru. Silinder ini berisiskan lima sampai sembilan 
peluru, sesuai besar revolver dan jenis peluru yang 
dipakai. 
Jenis-jenis senjata api genggam yakni : 
 S & W (Switch Wilson) calibre volt 38 
 Detektif 
 Commando 
 COP 
 Cobra 
 Taurus 
 Pindat 
 NSI 
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2. Senjata Api Bahu 
Senjata api bahu adalah senjata api yang apabila ditembakkan 
bertumpu pada bahu dan menggunakan bahu serta kedua tangan 
sebagai sandaran. Senjata golongan ini yakni : 
a. Senapan, senjata api ini memiliki jarak tembakan dan keakuratan 
menembak yang jauh lebih besar dibanding senjata api genggam. 
Skala pejeranya pun hingga jarak 1200 meter. 
b. Senapan serbu/Assaulf rifle, adalah senjata api otomatis yang 
merupakan senapan laras panjang atau karabin, yang memiliki 
pilihan tembakan (selective-fire), dan menggunakan amunisi kaliber 
menengah. Senapan serbu dalam kategori diantara senapan mesin 
ringan, yang berfungsi untuk menembak secara full-otomatis 
sebagai senjata pendukung, dan sub-machine gun, senjata 
otomatis yang menggunakan peluru ukuran peluru pistol sebagai 
senjata api jarak dekat. 
c. Sub machine gun, adalah sebuah senjata api yang 
menggabungkan kemampuan menembak  otomatis senapan mesin 
dengan amunisi pistol. Senjata ini diciptakan untuk tembakan 
menyebar jarak dekat. Mampu memberikan volume tembakan yang 
berat dalam waktu singkat, pada umumnya digunakan untuk 
melindungi personel senjata berat, kelompo atau kapan dan 
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dimana saja volume tembakan berat diperlukan dalam situasi 
tempuh jarak dekat. 
d. Karabean, adalah senapan laras pendek (45-50 cm). biasa 
diperguanakan oleh pasukan berkendaraan. 
3. Senjata Mesin/Mitraliur 
Senjata mesin atau mitraliur adalah jenis senjata api ringan 
otomatis yang mampu memberikan tembakan cepat untuk waktu yang 
relatif lama. Memungkinkan memberikan tembaakan yang tepat 
terhadap sasaran-sasaran yang tidak terlihat langsung oleh penembak, 
misalnya pada saat malam hari. 
4. Senjata Khusus 
Senjata khusus yaitu senjata api yang dipergunakan untuk 
keperluan khusus, hanya dalam situasi mendesak misalnya dalam 
peperangan. 
Contoh senjata khusus yakni : 
 Bazooka (Rochat Launcher 3,5) 
 S.T.B (Recoilles gun) 
 Flare 
 Mortir 
 Hand Launcher 
 Davy Croket (antara martir dan roket) 
 Gas Riot Gun 
 Sign Pistol 
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 Short Gun 
 Granat Launcher 
 Claymore (ranjau yang dapat dibidikkan) 
d.Tata Cara Penggunaan Senjata Api oleh Aparat Kepolisian 
Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api 
oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No.8 Tahun 2009 
tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam 
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(“Perkapolri 8/2009”) serta di dalam Perkapolri No.1 Tahun 2009 
tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian 
(“Perkapolri 1/2009”). 
Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa : 
(1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar 
diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. 
(2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk : 
a. Dalam hal menghadapi keadaannya yang luar biasa; 
b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat; 
c. Membela orang lain terhadap ancaman dan/atau luka berat; 
d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam 
jiwa orang; 
e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang 
sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat 
membahayakan jiwa; 
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f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana 
langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup; 
Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat 
(1) Perkapolri 1/2009) : 
a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara 
segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota 
polri atau masyarakat; 
b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan 
dan masuk akal untuk menghnetikan tindakan atau 
perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut; 
c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan 
atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap 
jiwa anggota Polri atau masyarakat. 
Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya 
terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka 
(Pasal 8 ayat (2) Perkapolri 1/2009). 
Jadi penggunaan senjata oleh polisi hanya digunakan saat 
keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum 
menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas 
dengan cara (Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009) : 
1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang 
sedang bertugas; 
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2. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada 
sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan 
senjatanya; dan 
3. Memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. 
Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan 
tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehatian-hatian 
tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi 
peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 
Perkapolri 1/2009). 
Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak 
dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian 
atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan 
tidak perlu dilakukan (Pasal 48 huruf c Perkapolri 8/2009). 
Bagaimana pertanggungjawaban polisi terhadap penggunaan 
senjata api? Jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena 
penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib 
membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan 
senjata api, tindakan yang dilakukan serta akibat tindakan yang telah 
dilakukan (Pasal 49 ayat (2) huruf a Perkapolri 8/2009). 
Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat 
laporan terperinci mengenai evaluasi penggunaan senjata api. Laporan 
tersebut berisi antara lain (Pasal 14 ayat (2) Perkapolri 1/2009) : 
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a. Tanggal dan tempat kejadian; 
b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau 
tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian; 
c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan; 
d. Rincian kekuatan yang digunakan; 
e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan; 
f. Akibat dan permasalahan yang dtimbulkan oleh penggunaan 
kekuatan tersebut. 
Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan 
pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata 
terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang 
bersangkutan (Pasal 14 ayat (5) huruf e dan f Perkapoolri 1/2009). 
Pada prinsipnya, setiap individu anggota Polri wajib 
bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) 
dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat (1) 
Perkapolri 1/2009). Oleh karena pertanggungjawaban secara individu 
terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata 
api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur 
dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara 
pidana. 
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D. POLRI dan Hak Asasi Manusia 
Dalam menjalankan tugasnya, polisi Indonesia diminta untuk 
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Perintah hokum untuk itu 
dimasukkan ke dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Kepolisian 
(UU No. 28 Tahun 1997), dimana ditentukan : 
d. “Kepolisian Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan 
dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hokum, 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia” (Pasal 4); 
e. “Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia” (Pasal 14 ayat (1) huruf I). 
f. “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan 
norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, 
kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia” (Pasal 19 
ayat (1)). 
Hak Asasi Manusia adalah hak dasar secara alamiah melekat pada 
setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja 
hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan 
41 
 
Negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan 
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human 
Rights, 1948 dan Konvensi Internasional lainnya. 
Undang-Undang  Kepolisian yang baru memang cukup memihak 
kepada model perpolisian yang preventif daripada represif, 
mengingat dicantumkannya penjunjungan HAM dalam beberapa 
pasal tersebut di atas, dan bahwa Polri mengutamakan tindakan 
pencegahan (Pasal 19 ayat (2). Pemihakan tersebut sangat 
menguntungkan usaha untuk memajukan dan melindungi hak asasi 
manusia di Indonesia. 
 Sebagai konsekuensi dan komitmen terhadap HAM Polri 
tentunya perlu secara sistematis mensosialisasikan kaidah-kaidah 
dalam HAM, terutama yang berkaitan langsung dengan 
pelaksanaan tugas kepolisian, misalnya instrument PBB mengenai 
“Human Rights in the Adminsitration of Justice: Protection of 
Persons Subjected to Detention of Imprisonment” dan “Declaration 
on the Protections of All Persons from Being Subjected in Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”. 
Perlu juga disosialisasikan “Code of Conduct of Law Enforcement 
Officials”, “Basic Principles on the Use of the Force and Firearms by 
Law Enforcement Officials” dan “Declaration of Basic Principles of 
Justice for Victims of Crime and Abuse of Power”. 
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 Problematik mendasar tentang penjunjungan HAM oleh Polri 
dan kepolisian umumnya di dunia, terletak pada kekhasan 
pekerjaan polisi sendiri, yaitu yang harus berhadapan dengan 
kejahatan, kekerasan dan bahaya. Berhadapan dengan kekerasan 
tersebut, maka apa yang dilakukan oleh polisi lalu merupakan 
fungsi dari kejahatan kekerasan. Karena HAM pada dasarnya berisi 
penolakan terhadap penggunaan kekerasan, polisi ditempatkan 
pada posisi sangat rentan untuk melakukan pelanggaran HAM. 
Secara potensial pekerjaan dan tindakan polisi mengandung benih-
benih untuk pelanggaran HAM.  
Komitmen dan keharusan menjunjung tinggi HAM 
menjadikan peran polisi teradap kejahatan semakin rumit. Ini bukan 
hanya cerita tentang polisi di Indonesia, tetapi tentang polisi di 
dunia pada umumnya. Tarikan ke arah memerangi kejahatan di 
satu pihak dan keterikatan pada hukum serta komitmen pada HAM 
di lain pihak memancing pernyataan pahit dari kalangan 
kepolisian.23 
Menurut Friedman, struktur lembaga dibangun berdasarkan 
data statistik yang normal. Lembaga-lembaga itu mempunyai 
perkiraan-perkiraannya sendiri mengenai apa yang normal dan 
kemungkinan diantisipasi sebagai beban yang harus dihadapi/ 
diselesaikan oleh lembaga. Lembaga-lembaga mengharapkan 
                                                          
23Ibid., hlm.33-35 
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untuk menghadapi arus masuk tertentu sepanjang jam-jam 
kerjanya dan tidak lebih daripada itu. Maka jumlah tenaga yang 
dipekerjakan disitu, peralatan/kelengkapan yang disiapkan susunan 
organisasi, semua didasarkan pada perkiraan “arus masuk normal” 
tersebut. Apabila pada suatu ketika muncul jumlah besar arus 
masalah secara mendadak, maka lembaga-lembaga dihadapkan 
kepada kesukaran-kesukaran, bahkan krisis.24 
   Membaca sejarah kepolisian di dunia atau mengikuti bagaimana 
lahirnya kepolisian sebagai suatu badan, membawa kita kepada 
hubungan antara kuantitas dan kualitas kejahatan dengan didirikannya 
badan kepolisian. 
Memang sulit ditentukan kata putus definitive mengenai problem 
yang dihadapi oleh polisi tersebut. Singkatnya, hal yang dapat dilakukan 
adalah selalu membuka forum wacana seluas-seluasnya untuk 
mendiskusikannya. Kalau kita menghendaki Polri yang berkualitas, maka 
usaha untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) oleh Polri, 
bagaimanapun sulitnya perlu untuk secara terus-menerus diingatkan. 
E. Tugas dan Wewenang Polri 
 Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang N0. 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai 
fungsi kepolisian yakni sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara 
                                                          
24Lawrence M. Friedman, 1967, Legal Rules and Process of Social Change, 
hlm.798. 
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dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
Selain itu maksud pemberian tugas dan wewenang kepada kepolisian 
agar mampu menciptakan dan menumbuhkan rasa aman, tenteram dan 
damai di dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang yang sama juga 
dijelaskan mengenai tugas dan wewenang kepolisian, yakni sebagai 
berikut : 
a. Tugas Polri 
Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 
dijelaskan tiga tugas pokok kepolisian yakni sebagai berikut : 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. Menegakkan hukum; dan 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat. 
Dalam penjelasan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 diterangkan 
bahwa rumusan pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-
tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok 
mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi 
masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga 
tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat 
dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas harus 
berdasarkan pada norma hukum, mengindahkan norma agama, 
kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Polri melakukan (Pasal 
14 UU No.2/2002) : 
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 
kebutuhan; 
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 
warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan; 
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk-bentuk pengawasan swakarsa; 
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 
perundang-undangan lainnya; 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk 
kepentingan tugas kepolisian; 
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i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, 
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau 
bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang 
berwenang; 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; 
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; 
b. Wewenang Polri 
Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana 
tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu 
dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam 
rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-Undang Kepolisian diberi 
kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain ( Pasal 15 Ayat 1 
UU No. 2/2002 ) : 
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat 
yang dapat menganggu ketertiban umum; 
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat; 
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d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup 
kewenangan administratif kepolisian; 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bahan dari 
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang; 
i. Mencari keterangan dan barang bukti; 
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 
diperlukan; dalam rangka pelayanan masyarakat; 
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, 
serta kegiatan masyarakat; 
m. Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu; 
Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang 
sebagaimana tersebut di atas, maka di berbagai Undang-Undang yang 
telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara ini dalam 
Undang-Undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri 
untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang 
mengaturnya tersebut antara lain (Pasal 15 ayat 2 UU No.2/2002) : 
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a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum 
dan kegiatan masyarakat lainnya; 
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor; 
c. Memberikan surat izin pengemudi kendaraan bermotor; 
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, 
bahan peledak, dan senjata tajam; 
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; 
g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat 
kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa 
dalam bidang teknis kepolisian; 
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam 
menyidik dan memberantas kejahatan internasional; 
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap 
orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan 
koordinasi instansi terkait; 
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi 
Kepolisian Internasional; 
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam 
lingkup tugas kepolisian; 
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Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan 
dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam 
KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan 
secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka 
dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU No.2 Tahun 2002 
tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut : 
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
dan penyitaan; 
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki 
tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 
c. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada 
penyidik dalam rangka penyidikan; 
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan 
serta memeriksa tanda pengenal diri; 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan; 
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat 
imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi 
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dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk 
mencegah atau menangkal orang yang disangka 
melakukan tindak pidana; 
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada 
penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil 
penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk 
diserahkan kepada penuntut umum; 
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggungjawab, yaitu tindakan penyelidik dan penyidik 
yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut : 
 Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
 Selaras dengan kewajiban hukum yang 
mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 
 Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya; 
 Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan 
yang memaksa; dan 
 Menghormati hak asasi manusia. 
F. Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia 
1. Pengertian Diskresi Kepolisian 
Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda 
“Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam hal memutuskan sesuatu 
tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
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hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan, atau 
keadilan. 
Roscoe Pound, sebagaimana dikutip oleh Abdussalam, 
mengartikan diskresi yaitu:  
“An authority conferred by law to act in certain condition or situation; 
in accordance with official’s or an official agency’s own considered 
judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the 
twilight zone between law and morals.”  
Artinya, “diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang 
berwenang berdasarkan hokum untuk bertindak pasti atas dasar 
situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan 
nuraninya sendiri”.25 
 
Menurut Wayne La Farve maka diskresi menyangkut pengambilan 
keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi 
juga memegang peranan. 
Menurut Irsan, tindakan diskresi dapat dibedakan sebagai berikut : 
a) Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara 
individu dalam mengambil keputusan tersebut; 
b) Tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan atasan 
atau pimpinannya. 
1. Ketentuan Hukum Diskresi Kepolisian  
Diskresi kepolisian diatur dalam ketentuan hukum yang ada di 
Indonesia, khususnya diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP. 
                                                          
 25 Abdussalam, 1997, Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta : 
Restu Agung, hlm. 25-26 
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Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi kepolisian adalah salah 
satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan 
“untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya 
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hokum, 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia”. 
Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian bahwa “Untuk kepentingan 
umum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 
penilaiannya sendiri”. Lalu dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa “Pelaksanaan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 
dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia”. 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 tersebut di atas dapat 
dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat 
penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, 
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tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya 
kewenangan diskresi di bidang yudisial yang tertuang dalam Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya 
dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
 Istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 ayat (2) huruf k dikenal 
dengan “kewenangan lain”. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf I dikenal 
dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab” dan 
menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja 
menurut hukum yang bertanggungjawab”. 
 Dalam tugas-tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan 
penyidikan maka tindakakn diskresi kepolisian harus memenuhi syarat : 
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Artinya berjalan 
sesuia dengan hukum positif maupun dengan hukum positif maupun 
hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana diskresi kepolisian 
diambil oleh petugas. 
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 
tersebut dilakukan; artinya tindakan yang diambil diatur dalam aturan 
tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan. 
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c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 
Artinya, dapat diterima dengan akal sehat bagi lingkungan dimana 
tindakan itu diambil. 
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaanyang memaksa. 
Artinya, pada pelaksanaannya atau cara penyampaian di lapangan 
dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat tertentu tanpa 
pengamatan atupun penelitian yang mendalam tentang apa yang 
diputuskan 
e. Menghormati HAM artinya, sesuia dengan ketentuan HAM dan tidak 
melanggar ketentuan HAM tersebut. 
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002, Pasal 18 
Undang-Undang No.2 Tahun 2002 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP bila mana 
tidak ada pemberantasan yang jelas dan tegas, dapat disalah artikan 
pelaksanaan diskerasi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan 
diskresi kepolisan. 
G. Delik Kelalaian yang Menyebabkan Orang Lain Luka 
Undang-Undang tidak memberidefinisi apakah kelalaian itu. Hanya 
memberi penjelasan (Memory Van Toelichiting) mengatakan bahwa 
kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun 
juga culpa itu dipandang lebih ringan disbanding dengan sengaja. Oleh 
karena itu, menurut Hazewinkel-suringa menyatakan bahwa delik culpa itu 
merupakan delik semu quasidelict sehingga diadakan pengurangan 
pidana.  Menurut Hazelwinkel-suringa delik culpa di Negara-negara Anglo 
55 
 
Saxon dikenal dengan perinfortuninum the killing occurred accidently yang 
maksudnya adalah bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan 
sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan karena 
salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan 
kemampuannya yang ia harus pergunakan. Van Hamel membagi culpa 
atas dua jenis: 
a. Kurang meilhat kedepan yang perlu 
b. Kurang hati-hati yang perlu 
Pertama, terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara cepat 
atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Yang 
kedua, misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tiddak ada isinya 
padahal ada.  
Vos mengkritik pembagian Van Hamel mengenai Culpa (schuld) ini 
dengan mengatakan bahwa tidak ada batas yang tegas antara kedua 
bagian tersebut. Ketidakhati-hatian itu sering timbul karena kurang melihat 
ke depan. Oleh karena itu Vos membuat pembagian juga, yaitu kalau Van 
Hamel membedakan dua jenis culpa maka Vos membedakan dua unsur 
(elemen) culpa itu. Yang pertama adalah terdakwa dapat melihat ke 
depan yang akan terjadi. Yang kedua ketidakhati-hatian (tidak dapat 
dipertanggungjawaban) perbuatan yang dilakukan (atau pengabaian) atau 
dengan kata lain harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan 
cara demikian dilakukan. 
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 Delik culpa (kekhilafan) rumusannya diatur dalam Buku II 
diantaranya yaitu Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP. Mengenai 
kelalaian yang menyebabkan orang lain luka diatur dalam dalam Pasal 
360 KUHP yang isinya adalah sebagai berikut : 
(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan 
orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama 
satu tahun. 
(2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan 
orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau 
halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama 
waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau 
pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 
Ketentuan Pasal 360 ayat (1) mengatur tentang sanksi hukum bagi 
barang siapa yang karena salahnya menyebabkan orang mengalami luka 
berat. Definisi mengenai luka berat ini dapat di lihat dalam ketentuan 
Pasal 90 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : 
“Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka, 
yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna 
atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak 
cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai 
salah satu panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah 
pikiran atau akal lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan 
atau membunuh anak dari kandungan ibu.” 
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Dari definisi yang diberikan Pasal 90 KUHP diatas dapat 
diterangkan bahwa : 
1. Luka yang dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak 
mendatangkan bahaya maut ( tentunya dengan referensi pihak 
yang professional dan diakui, seperti dokter misalnya ) itu bukanlah 
luka berat. 
2. Luka berat bukan harus selalu berarti luka yang besar. Keadaan 
yang ditimbulkan, walau sebesar apapun itu, selama sudah 
membuat proses suatu kegiatan/pekerjaan yang seharusnya 
dilakukan dengan baik, terhambat secara terus-menerus atau 
dengan kata lain tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu juga 
termasuk luka berat. Dalam penjelasannya terhadap Pasal 90 ini R. 
Soesilo member contoh penyanyi yang rusak kerongkongannya 
sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya. 
3. Luka berat juga dapat berupa tidak lagi memakai ( kehilangan ) 
salah satu penca indera berupa penglihatan, penciuman, 
pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. 
4. Lumpuh ( Verlamming ) artinya tidak dapat menggerakkan anggota 
badannya dikategorikan juga sebagai luka berat. 
5. Luka berat tidak harus selalu terlihat dari luar saja. Berubah pikiran 
dapat juga dikategorikan sebagai luka berat ketika hal itu lebih dari 
empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat lagi berfikir 
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dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, 
jika kurang, tidak termasuk pengertian luka berat. 
6. Tindakan menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan 
ibu akan mengakibatkan suatu keadaan yang dapat dikategorikan 
luka berat pada ibu yang mengandung tersebut. 
7. Pengertian mengenai luka berat yang tidak disebutkan dalam Pasal 
90 KUHP dapat diterima sebagai suatu keadaan yang disebut luka 
berat sesuai pertimbangan hakim dengan terleb ih dahulu 
keterangan saksi atau dokter yang biasa kita sebut visum et 
refertum. 
Dalam praktiknya, Pasal 360 ayat (1) KUHP sudah sering diikuti 
oleh Undang-Undang yang lebih khusus (lex specialis) yang ancaman 
hukumannya berbeda dan biasanya lebih berat dari yang ada pada 
KUHP seperti pada Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (3) yang mengancam 
pengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan 
orang luka berat dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun 
penjara dan ayat (4) yang mengancam pengemudi kendaraan 
bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia 
dengan ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara. 
Mengenai ketetntuan Pasal 360 ayat (2) dimana ayat ini 
mengatur tentang sanksi hukum bagi barangsiapa yang karena 
salahnya menyebabkan orang mengalami yang menjadikan sakit 
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sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau 
pekerjaannya sementara. Ancaman hukumannya adalah 9 (sembilan) 
bulan penjara. Dalam hal kasus kecelakaan kendaraan bermotor 
karena kelalaian pengemudi, ancaman hukuman ini lebih ringan jika 
dibandingkan dengan ancaman hukiuman pada Pasal 310 ayat (2) UU 
No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu 1 
(satu) tahun penjara. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung 
penelitian ini, maka sepatutnya Penulis melakukan penelitian dengan 
memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Pengumpulan 
data dan informasi juga dilakukan Penulis di beberapa tempat seperti 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, 
yaitu data primer dan data sekunder : 
1. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data ini 
berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara guna mendapatkan 
informasi yang lebih jelas. 
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan 
dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta peraturan 
perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek 
yang kajian penulis. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Literatur (Literature Research)  
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel,yang berkaitan dengan objek kajian penulis. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research)  
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.  
D. Analisis Data  
Data yang diperoleh Penulis akan dituangkan dengan menggunakan 
metode pendekatan yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan 
pustaka, kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
tersebut disajikan secara deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 Asas hukum pidana Indonesia mengatur sebuah ketentuan yang 
mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selama 
perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundang-undangan atau hukum 
tertulis. Asas ini dapat djumpai pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang disebut 
dengan asas legalitas yaitu asas mengenai berlakunya hukum. Untuk itu 
dalam menjatuhkan atau menerapkan suatu pemidanaan terhadap pelaku 
kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku. 
 Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas 
mengandung 3 pengertian, yaitu : 
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau 
hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-
undang. 
2. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh menggunakan 
analogi. 
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 
 
Dari pengertian point I menyebutkan harus ada aturan undang-
undang. Dengan demikian harus ada aturan tertulis terlebih dahulu 
terhadap suatu perbuatan sehingga dapat dijatuhi pidana terhadap pelaku 
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yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian berdasarkan peraturan 
yang tertulis akan ditentukan perbuatan apa saja yang dilarang untuk 
dilakukan yang jika dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum 
yaitu menghukum pelaku. 
Berdasarkan asas legalitas, telah terbentuk peraturan internasional 
yang mengatur tentang prosedur penggunaan senjata api bagi setiap 
Penegak Hukum yang berlaku secara khusus, yaitu Resolusi PBB 34/168 
Dewan Umum PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan 
Dan Senjata Api bagi aparat penegak hukum yang diadopsi dari kongres 
PBB ke-8 tentang perlindungan kejahatan dan perlakuan terhadap 
pelanggar hukum di Havana Kuba. Sebagai negara anggota PBB, 
Indonesia wajib menaati peraturan ini. 
Sehubungan dengan penggunaan senjata api, penulis telah 
melakukan studi kasus terhadap putusan No.1149/Pid.B/2013/PN.Mks 
yang kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkan tujuan dari penulisan 
karya ilmiah ini. 
 
A. Penerapan Pasal 351 KUHP Terhadap Perkara Penembakan 
Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Putusan 
No.1149/Pid.B/2013/PN.Mks 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan 
definisi penganiayaan atau dalam bahasa Belanda disebut mishandeling, 
namun delik penganiayaan diatur pada Bab XX KUHP, Pasal 351 sampai 
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dengan Pasl 358. Melihat pengaturan yang ada, setidaknya penganiayaan 
terbagi menjadi 6 (enam) jenis, yakni penganiayaan biasa (Pasal 351 
KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan 
berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), 
penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 
KUHP), dan penganiayaan dalam bentuk keluarga (Pasal 356 KUHP). 
Penganiayaan berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka 
berat, dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 
lima tahun. 
Sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 ayat (2) KUHP 
menyatakan : 
 “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun.” 
 
Penafsiran otentik dari luka berat terdapat dalam Pasal 90 KUHP 
mengartikan luka berat sebagai berikut : 
a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan 
akan sembuh samak sekali, atau yang menimbulkan bahaya 
maut; 
b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas 
jabatan atau pekerjaan pencarian; 
c. Kehilangan salah satu panca indera; 
d. Mendapat cacat berat; 
e. Menderita sakit lumpuh; 
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f. Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih; 
g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 
Jika dibaca keseluruhan pasal tersebut maka penganiayaan berat 
berarti penganiayaan yang menyebabkan dampak luka berat (zwaar 
lichamelijk letsel) sebagaimana disebutkan tujuh jenis pada Pasal 90 
KUHP. Ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara sebagaimana 
disebut Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah jika timbulnya luka berat 
tersebut tidak disengaja. Sedangkan jika penganiayaan dilakukan 
dengan sengaja menimbulkan luka berat maka terhadap pelaku 
diterapkan Pasal 354 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjaranya 
maksimal delapan tahun. Bahkan pada Pasal 355 ayat (1) KUHP 
disebutkan bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana 
terlebih dahulu, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
1. Posisi Kasus 
Pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2013, sekitar pukul 15.25 Wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di 
ruang rapat Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Andi Mappaoddang Kota 
Makassar, Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara : 
- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa 
menerima telepon dari JENNY K (Isteri terdakwa) 
memberitahukan bahwa Jenny K baru selesai mengikuti rapat, 
yang dihadiri antara lain oleh Kombes Pol. Dr. Purwadi, MS., 
Mars (Saksi korban) selaku Kepala Rumah Sakit Bhyaangkara 
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Kota Makassar, dan diantara materi rapat tersebut Saksi korban 
mengutarakan kalimat “siapa yang menimbun lubang 
penggalian didepan asrama Bhayangkara, nanti saya timbun 
juga disitu”, yang kemudian dibalas Terdakwa dengan bertanya 
pada Jenny K “apa Karumkit masih ada disitu?” dan dijawab 
oleh Jenny K “masih ada”; 
- Bahwa, Terdakwa setelah mendengar penuturan dari Jenny K 
segera bergegas menuju Rumah Sakit Bhayangkara untuk 
menemui saksi korban, namun karena saksi korban masih 
sibuk, sehingga oleh saksi AKBP Angga, Terdakwa disarankan 
untuk menunggu terlebih dahulu, sehingga terdakwa kemudian 
pulang ke rumah dan bertemu dengan saksi AKBP Ambo Jenne 
dan bertanya kepada Terdakwa “sudah bertemu dengan 
Karumkit?” dan dijawab oleh Terdakwa “belum komandan”, 
sehingga saksi AKBP Ambo Jenne mendengar jawaban 
tersebut kemudian mengatakan kepada Terdakwa “nanti saya 
antar ki ketemu”; 
- Bahwa, terdakwa ditemani saksi AKBP Ambo Jenne kemudian 
pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menemui saksi 
korban di ruangan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Makassar 
dengan disaksikan Kompol Sudarmin, Iptu Tasrun, Iptu Abd. 
Rahman, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban “apa 
betul saya mau dikubur dilubang yang telah digali?” dan saksi 
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korban menjawab “ya, betul. Saya memang ngomong begitu” 
dan saksi korban balik bertanya kepada terdakwa “kenapa 
lubang tersebut ditutup tanpa seizin pihak Rumah Sakit 
Bhayangkara?”, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan pertanyaan 
“saya mau bertanya kemana?” yang kemudian dijawab oleh 
saksi korban “kamu kan polisi, isteri saudara juga bekerja disini” 
dan atas jawaban saksi kobrban tersebut, Terdakwa kembali 
bertanya kepada saksi korban “bagaimana kalau anak saya 
jatuh ke lubang dan meninggal dunia?”, yang kemudian dijawab 
oleh saksi korban “lubang itu kan mau ditutup dan disambung, 
dan juga anakmu kan belum meninggal”; 
- Bahwa, atas jawaban saksi korban tersebut, Terdakwa menjadi 
marah dan mengatakan kepada saksi korban “saya tidak terima 
komandan kalau anak saya dibegitukan”, dan saksi korban 
menjawab “kalau anakmu meninggal kan ada kamar jenazah”, 
lalu Terdakwa menjawab pernyataan saksi korban “saya tidak 
terima komandan berkata begitu”, sambil Terdakwa berdiri dan 
pergi meninggalkan ruangan rapat dan saksi korban yang masih 
berada didalam ruangan rapat; 
- Bahwa, Terdakwa setelah berada diluar ruangan rapat 
kemudian mencabut senjata api jenis revolver 38 special Taurus 
dan menembakkan kearah pintu masuk ruang rapat, sehingga 
mengakibatkan kaca pintu ruang rapat tersebut pecah dan 
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Terdakwa berkata “keluar!”, namun tidak ada yang keluar dari 
dalam ruang rapat sehingga Terdakwa kemudian masuk 
kembali kedalam ruang rapat untuk menemui saksi korban, dan 
sewaktu Terdakwa melihat saksi korban yang bersembunyi 
dibawah meja ruang rapat tersebut, sehingga masih terdapat 
waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berfikir dan 
mengurungkan niatnya, namun Terdakwa tidak melakukan hal 
tersebut melainkan dari jarak sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa 
mengarahkan senjata api yang dibawanya kearah saksi korban 
dan menembak tubuh saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, 
sehingga mengakibatkan luka tembak pada pertengahan mulai 
sisi luar pertengahan paha kiri tembus sisi dalam pangkal paha 
kiri tembus masuk kedalam tulang kemaluan, serta merusak 
saluran sperma pembuluh darah kiri, dan luka tembak pada sisi 
dalam pangkal jari lima tangan kiri dan tembus jari empat dan 
menghancurkan tulang pangkal jari empat dan merusak sisi luar 
pangkal jari tiga, sehingga peluru tembus diluar pangkal leher 
kiri, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 
VER/22/IV/2013/Rumkit, tanggal 08 April 2013, yang dibuat dan 
ditanda tangani oleh dr. Mauluddin M, Sp.F dokter spesialis 
forensic Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. 
- Bahwa, Terdakwa setelah melakukan penembakan terhadap 
saksi korban, melihat ada orang lain selain saksi korban segera 
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bergegas meninggalkan saksi korban yang dalam keadaan 
terluka didalam ruang rapat, keluar dari halaman Rumah Sakit 
Bhayangkara. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Pada kasus ini, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum 
dalam surat dakwaan yang bersifat “Subsidaritas”, yakni : 
- Dakwaan Primer : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar 
ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP; 
- Dakwaan Subsidiair : Perbuatan Terdakwa diduga 
melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 
KUHP; 
- Dakwaan Lebih Subsidiair : Perbuatan Terdakwa diduga 
melanggar ketentuan Pasal 355 ayat (1) KUHP; 
- Dakwaan Lebih Subsidiair Lagi : Perbuatan Terdakwa 
diduga melanggar ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP; 
- Dakwaan Lebih Lebih Subsidiair Lagi : Perbuatan 
Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 356 ayat (2) 
KUHP; 
- Dakwaan Lebih Lagi Lebih Subsidiair Lagi : Perbuatan 
Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) 
KUHP; 
70 
 
Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa 
melalui tim Penasehat Hukum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, 
mengajukan eksepsi atau keberatan. Kemudian terhadap eksepsi atau 
nota keberatan Terdakwa, Penuntut Umum didepan persidangan pada 
tanggal 19 Agustus 2013 telah mengajukan tanggapan yang pada 
pokoknya menyatakan penolakan dan melanjutkan proses persidangan 
perkara pidana tersebut. 
Kemudian terhadap Eksepsi atau Nota Keberatan teradakwa, Majelis 
Hakim dalam putusan sela menyatakan : 
1. Menyatakan Eksepsi Terdakwa ISHAK TIRANDA tidak dapat 
diterima; 
2. Menetapkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 
2013, Nomor Register Perkara : PDM-427/Mks/Ep/06/2013, 
atas nama terdakwa ISHAK TIRANDA yang dibacakan didepan 
persidangan pada tanggal 29 Juli 2013, dapat dijadikan dasar 
pemeriksaan perkara ini; 
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan; 
4. Menangguhkan penetapan biaya perkara pada putusan akhir; 
Guna untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum 
didepan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa keteranga 
saksi, sebagai berikut : 
 
71 
 
Saksi ke-1 (satu) : “Hasmawati”; 
- Saksi adalah Humas pada Rumah Sakit Bhayangkara 
Makassar; 
- Bahwa, pada hari sabtu, tanggal 06 April 2013, sekitar pukul 
11.00 Wita, saksi melihat terdakwa berada didepan ruangan 
kerja saksi sambil berteriak-teriak dan marah-marah sehingga 
pada saat saksi memanggil terdakwa masuk bersama istrinya 
saksi Jenny kedalam ruangan kerja saksi untuk menghindari 
perhatian dari orang-orang yang ada dirumah sakit pada saat 
itu; 
- Bahwa, saksi melihat terdakwa dalam keadaan emosi, lalu saksi 
meminta kepada terdakwa untuk meyerahkan senjata api yang 
dibawa pada saat itu; 
- Bahwa, saksi mendengar dari pembicaraan saksi Jenny kalau 
lubang galian tersebut sempat ditutup oleh terdakwa yang 
menimbulkan kemarahan dari saksi korban; 
- Setelah menyampaikan hal tersebut kemudian terdakwa dan 
istrinya meninggalkan ruangan kerja saksi; 
Saksi ke-2 (dua) : “Sangga Rudiyatmika”; 
- Saksi bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dibagian 
Radiologi; 
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- Saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi mengenal 
saksi korban sebagai Karumkit Bhayangkara Makassar; 
- Bahwa, pada hari sabtu, 06 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, 
sewaktu saksi berada didalam gedung pembangunan ruang 
perawatan dan bedah di lantai 3 (tiga) Rumah Sakit 
Bhayangkara yang saat itu sedang dibangun, pada saat itu 
konsultan pengawas pembangunan gedung, menyampaikan 
kepada saksi bahwa salah seorang penghuni asrama rumah 
sakit marah-marah di piket, lalu saksi turun dan menemui orang 
yang marah-marah tersebut; 
- Bahwa, pada saat berada di piket ternayata Terdakwa sudah 
masuk di ruangan Humas tempat kerja saksi Hasmawati; 
- Selanjutnya terdakwa menyampaikan mau bertemu dengan 
saksi korban sebagai Karumkit untuk membicarakan hal 
tersebut; 
- Pada saat saksi melihat kalau terdakwa membawa senjata api, 
lalu saksi berusaha untuk tidak mempertemukan Terdakwa 
dengan Saksi korban apalagi pada saat itu Terdakwa dalam 
keadaan emosi; 
- Bhawa, pada hari sabtu, tanggal 06 April 2013, sekitar pukul 
12.00 Wita, ketika saksi bersama dengan saksi korban beserta 
para staf keluar meninggalkan kantor untuk makan siang; 
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- Bahwa, setelah acara makan siang, sekitar pukul 14.00 Wita, 
saksi bersama dengan saksi korban kembali ke kantor; 
- Tidak lama berselang atau sekitar pukul 15.25 Wita, saksi 
mendengar suara tembakan senjata api, kemudian saksi 
dihubungi oelh saksi Tasrun bahwa Karumkit tertembak dan 
sudah berada di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah 
Sakit Bhayangkara Makassar; 
- Setelah saksi berada di ruang IGD, saksi melihat saksi korban 
mendapat luka tembak dibagian leher dan paha; 
Selanjutnya, Majelis Hakim mendengarkan kesaksian dari saksi-
saksi yang lain, yakni : 
Saksi ke-3 (tiga) : H. Andi Malombassang 
Saksi ke-4 (empat) : Sudarmin 
Saksi ke-5 (lima) : Abdul Rahman 
Saksi korban : Dr. Purwadi, MS., Mars 
Ahli forensic : AKP. dr. Mauluddin, M., Sp.F. 
 Selanjutnya terdakwa melalui Penasehat Hukum di depan 
persidangan juga telah mengajukan saksi yang meringankan atau saksi 
a de car’ge, dibawah sumpah, sebagai berikut : 
Saksi a de car’ge ke-1 (satu) : “Jenny Kalolangi”; 
- Bahwa, terdakwa adalah suami saksi; 
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- Bahwa, sekitar pukul 09.00 Wita, pagi hari berlangsung rapat 
antara Karumkit yakni saksi korban Dr. Purwadi dengan seluruh 
kepala kamar perawatan, dan salah satunya adalah saksi; 
- Bahwa, dalam rapat tersebut saksi korban menyatakan : “siapa 
yang menimbun galian tersebut, saya akan timbun juga”, 
sampaikan kepada yang menimbun!”; 
- Bahwa, terdakwa melakukan penimbunan lubang galian 
tersebut, yaitu 2 hari setelah lubang tersebut digali karena 
disekitar lubang galian tidak ada pengaman sehingga sangat 
membahayakan warga yang ada disana terutama anak-anak; 
- Bahwa, setelah rapat selesai saksi kemudian kembali ke 
ruangannya dan berselang 10 menit, saksi lalu menelepon 
terdakwa dan menyampaikan penyampaian dari saksi korban; 
- Bahwa, saksi mendengar dari terdakwa, kalau terdakwa 
melakukan penembakan terhadap saksi korban karena merasa 
jengkel dan emosi atas pernyataan saksi korban; 
Saksi a de car’ge ke-2 (dua) : “Nuraini”; 
- Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan 
keluarga; 
- Pada saat kejadian sekitar waktu Ashar saksi berada di rumah; 
- Bahwa, pada saat rapat berlangsung sebelum penembakan 
saksi korban mengatakan : “siapa yang timbun lubang saya 
akan timbun juga”, saksi kemudian mengatakan “mestinya 
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disampaikan kepada warga sekitar kalau ada penggalian” lalu 
dijawab oleh saksi korban : “memangnya tanah nenek moyang 
kamu?”; 
- Bahwa, yang menimbun lubang tersebut adalah terdakwa 
bersama dengan warga kompleks asrama, dimana sebelum 
ditimbun dilakukan perundingan dengan warga kompleks; 
- Bahwa, lubang tersebut berada diluar tembok Rumah Sakit 
Bhayangkara; 
Selain alat bukti keterangan saksi, Penuntut Umum juga 
mengajukan alat bukti lain, berupa : 
- Surat ( Tulisan ); 
- Saksi ahli ( Forensik ); 
- Keterangan Terdakwa; 
- Barang bukti, berupa :1 buah senjata api merk Revolver 38 
spesial Taurus No. seri 218382 Polri XJ 229158 Made in Brazil 
dan 2 (dua) buah peluru yang masih utuh (aktif), 1 buah 
pecahan proyektil, 3 buah selongsong peluru, 1 lembar baju 
batik kemeja putih berlengan pendek merk madani, 1 buah 
celana panjang warna hitam biru dan ikat pinggang, 1 lembar 
baju dalam warna putih. 
3. Tuntutan Pidana 
Pada persidangan selanjutnya tertanggal 20 November 2013, 
Penuntut Umum membacakan nota Tuntutan yang pada pokonya 
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menuntut agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam 
amar putusan : 
1. Menyatakan Terdakwa Isak Tiranda telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan 
Sengaja Melakukan Penganiayaan Berat”, sebagaimana 
diatur dan diancam pidana pada Pasal 354 Ayat (1) 
KUHP; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Isak Tiranda 
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 
dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan 
penahanan Terdakwa serta memerintahkan supaya 
terdakwa berada dalam tahanan; 
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah); 
Untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa 
haruslah terlebih dahulu dibuktikan tentang tindak pidana (delict) 
atau perbuatan melawan hukumnya (wederrechttelijk) yang 
merupakan actus reus, dan selanjutnya haruslah dibuktikan lagi 
apakah atas diri dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat 
dimintakan pertanggungjawaban pidana yang merupakan mens 
rea. Untuk menyatakan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah 
melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, 
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maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 
4. Amar Putusan Hakim 
Karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun 
secara subsidaritas, maka Majelis Hakim lebih dahulu akan 
mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primer 
terbukti maka dakwaan subsider dan dakwaan berikutnya tidak 
perlu dipertimbangkan lagi, apabila dakwaan primer tidak terbukti, 
maka dakwaan subsider akan dipertimbangkan demikian 
selanjutnya. 
Berdasarkan dakwaan primer, perbuatan Terdakwa diduga 
melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, yang 
unsur-unaurnya sebagai berikut : 
1. Barang siapa; 
2. Percobaan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Yang 
Direncanakan Terlebih Dahulu; 
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah semua subjek 
hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut 
dapat berupa orang dan badan hukum. Subjek hukum dalam hal ini 
adalah orang yakni Terdakwa Ishak Tiranda. Dari ketentuan Pasal 
340 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP adalah percobaan menghilangkan 
nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, maka essensi 
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unsur ini adalah akibat dari perbuatan percobaan mengilangkan 
nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, maka 
ketentuan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP adalah delik 
materil, sehingga untuk membuktikan unsur barang siapa, lebih 
dahulu harus dibuktikan unsur berikutnya, yakni unsur percobaan 
menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih 
dahulu, maka dengan sendirinya unsur barang siapa menjadi 
terbukti pula atau sebaliknya apabila unsur percobaan 
menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih 
dahulu tidak terbukti, maka unsur barang siapa dalam hal ini 
menjadi tidak terbukti. Dalam delik kejahatan percobaan 
menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan terlebih 
dahulu, harus dilakukan dengan opzet atau dengan sengaja. 
Undang-undang tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan 
“percobaan”, namun undang-undang hanya menerangkan tentang 
ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada 
kejahatan dapat dihukum. Dari kata sehari-hari diartikan percobaan 
menuju suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, 
atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak 
selesai, contoh : bermaksud membunuh, tetapi tidak mati. Maka 
supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
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a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu; 
b. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu; dan 
c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh 
karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul 
kemudian, tidak terletak pada kemauan penjahat itu 
sendiri; 
Selain itu yang dimaksud dengan sengaja adalah 
mengetahui dan menghendaki, dan menurut doktrin hukum pidana 
bahwa “sengaja” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap 
batin pelaku, naik dengan wujud perbuatannya maupun dengan 
akibat dari perbuatannya tersebut.  
Jadi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, baik dari 
saksi-saksi, saksi korban, terdakwa serta barang bukti, hakim 
berpendapat bahwa perbuatan penembakan yang dilakukan oleh 
terdakwa tersebut merupakan percobaan yang tidak dikehendaki 
untuk menghilangkan nyawa saksi korban yang direncanakan lebih 
dahulu, maka unsur percobaan menghilangkan nyawa orang lain 
yang direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi dari perbuatan 
Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” juga 
tidak terpenuhi, oleh karenanya seluruh unsur-unsur ketentuan 
Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dalam dakwaan primer tidak 
terbukti. Dengan demikian Terdakwa Ishak Tiranda tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
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percobaan menghilangkan nyawa orang lain yang direncanakan 
terlebih dahulu dan Terdakwa dinyatalan bebas dari dakwaan 
primer Penuntut Umum. 
Begitu juga pada dakwaan selanjutnya yakni dakwaan 
subsider Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, dakwaan lebih 
subsider Pasal 355 ayat (1) KUHP, dakwaan lebih subsider lagi 
Pasal 354 ayat (1) KUHP, dan dakwan lebih-lebih subsider lagi 
Pasal 356 ayat (2) KUHP, yang seluruh unsur-unsur ketentuannya 
tidak terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa Ishak Tiranda tidak 
terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
dan dinyatakan bebas dari dakwaan-dakwaan tersebut. 
Oleh karena dakwaan-dakwaan diatas tersebut tidak terbukti, 
maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan 
Lebih Subsider Lagi, yakni perbuatan Terdakwa diduga melanggar 
ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai 
berikut : 
1. Barang siapa; 
2. Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka 
berat; 
Bagian inti delik dari ketentuan ini adalah “penganiayaan”, 
dan akibat dari penganiayaan tersebut adalah orang lain mengalami 
luka berat, maka ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP merupakan 
delik materil, sehingga untuk membuktikan unsur barang siapa 
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haruslah lebih dahulu dibuktikan unsur berikutnya yakni 
penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat. Apabila 
unsur ini terbukti, maka dengan sendirinya unsur barang siapa 
menjadi terbukti pula atau sebaliknya. 
Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang 
dimaksud dengan “mishandeling” atau “penganiayaan” itu. 
Penganiayaan itu sendiri menurut Yurisprudensi adalah sengaja 
menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), 
atau luka atau termasuk juga merusak kesehatan orang lain. 
Kemudian yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 90 KUHPidana. Kemudian yang dimaksud 
dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki, dan menurut 
doktrin hukum pidana bahwa “sengaja” haruslah menunjukkan 
adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud 
perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya tersebut.  
Berdasarkan kasus ini, Terdakwa terbukti melakukan 
penembakan sebanyak 2 kali secara beruntun tanpa membidik 
kearah tubuh saksi korban yang vital, maka perbuatan tersebut 
dilakukan dengan opzet atau degan sengaja dimana Terdakwa 
mengetahui dan menghendaki terwujudnya delik seperti yang telah 
dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, in’casu yang 
mengakibatkan orang lain luka, sebab apabila luka-luka yang 
dialami saksi korban tersebut dihubungkan dengan Pasal 90 KUHP 
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pada angka 4 (empat), yang menyebutkan bahwa luka berat 
termasuk perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan 
anggota tubuhnya, misalnya jari tangan atau jari kaki 
teriris/terpotong, sehingga dapat disimpulkan bahwa akibat dari 
perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit karena 
luka berat, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir 
sebagai penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat. 
Dengan demikian, unsur penganiayaan yang mengakibatkan orang 
lain luka berat telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa. Maka 
dengan sendirinya unsur “barang siapa” dalam ketentuan Pasal 351 
ayat (2) KUHP juga terpenuhi dengan sendirinya. Oleh karena 
seluruh unsur-unsur ketentuan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP 
dalam dakwaan lebih lagi lebih subsider lagi telah terpenuhi, maka 
Terdakwa Ishak Tiranda terbukti melakukan tindak pidana. 
Dan selama proses pemeriksaan perkara ini digelar di 
persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta sebagai 
alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan 
pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari 
perbuatan Terdakwa, yang merupakan mansrea, mkaa Terdakwa 
harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah 
dilakukannya. 
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5. Analisis Penulis 
Berdasarkan kasus tersebut diatas, Penuntut Umum berhak 
mengajukan beberapa dakwaan kepada Terdakwa. Artinya, 
dakwaan tersebut bisa bersifat Subsidaritas, yakni terdiri dari 
dakwaan primer dan dakwaan subsidair. Dalam hal ini Hakim tidak 
perlu menggunakan semua dakwaan tersebut kepada terdakwa. 
Cukup dengan satu dakwaan saja yang menurut Hakim memenuhi 
unsur-unsur dalam dakwaan tersebut. Karena dakwaannya bersifat 
Subsidaritas, maka sudah sepatutnya lebih dahulu 
mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primer 
terbukti maka dakwaan subsider dan dakwaan berikutnya tidak perlu 
dipertimbangkan lagi. Begitu pula sebaliknya, apabila dakwaan 
primer tidak terbukti maka dakwaan subsider akan dipertimbangkan 
demikian selanjutnya. 
Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas mengenai 
penentuan dakwaan, Penulis setuju dengan dakwaan yang 
dikenakan terhadap Terdakwa yakni dakwaan lebih lagi lebih 
subsidair lagi, dimana perbuatan Terdakwa diduga melanggar 
ketentuan Pasal 351 ayat (2). Putusan ini bukan tanpa alasan, 
sebab diantara semua dakwaan yang diajukan oleh Penuntut 
Umum, dakwaan inilah yang terbukti memenuhi unsur-unsur 
berdasarkan ketentuan Pasalnya (Pasal 351 ayat (2) KUHP).  
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B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota 
Kepolisian Yang Melakukan Penembakan Tidak Sesuai 
Dengan Prosedur. 
1. Pertangungjawaban Pidana Penggunaan Senjata 
Api Tidak Sesuai Dengan Prosedur. 
Pada dasarnya penggunaan Senajat Api terhadap 
pelaku tindak kejahatan merupakan salah satu tindakan alternatif 
yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang dibenarkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat efektif. 
Namun sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota Kepolisian, 
akibat penembakan yakni jatuhnya korban pelaku kejahatan baik 
kondisi luka-luka bahkan jika sampai matipun, kasusnya dapat 
diproses secara hukum sampai persidangan pengadilan. 
Kepastian hukum (surety) akan menjadi barometer tegaknya 
hukum pada suatu Negara, yang terdiri dari dua (dua) hal yaitu 
kepastian didalam hukum (satu aturan untuk satu perbuatan) dan 
kepastian karena hukum (terhindarnya masyarakat dari 
kesewenang-wenangan pihak lain).26 
Terhadap aparat Kepolisian yang melakukan tindak pidana 
tidak lagi diberlakukan hukum militer, tetapi hukum sipil dan diadili di 
pengadilan sipil. Tindakan aparat Kepolisian yang menggunakan 
senjata api tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah 
                                                          
26 Ibid., Hal. 112. 
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tindakannya tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif polisi itu 
sendiri. Akan tetapi walaupun tindakan tersebut atas inisiatif sendiri, 
atasan tetap dimintai pertanggungjawaban. 
Article Tentang Penggunaan Kekerasan Dan Senjata Api 
menyatakan bahwa penyalahgunaan atau penggunaan kekerasan 
dan senjata api yang sewenang-wenang oleh penegak hukum harus 
dihukum sebagai pelaku tindak pidana. Laporan dan tinjauan harus 
dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api. 
Atasan harus bertanggungjawab atas semua tindakan anggota polisi 
yang dibawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui 
atau seharusnya mengetahui terjadinya penggunaan senjata api 
yang tidak sesuai dengan prosedur tetapi tidak mengambil tindakan 
yang tegas dan jelas.27 
Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa tindakan aparat 
kepolisian yang menggunakan kekerasa dan senjata api tidak 
sesuai dengan prosedur merupakan penggaran terhadap Hak Asasi 
Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak 
sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan penegak 
hukum. Di Indonesia pelanggaran Hak Asasi Manusia diproses 
                                                          
27 Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri, Op.cit, Hal.92 
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sesuai dengan KUHP.28 Mekanisme pertanggungjawaban 
pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh polisi adalah:29 
a. Ada dua kriteria polisi melakukan pelanggaran Hak Asasi 
Manusia, yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut 
dilakukan atas tindakan anggota polisi sendiri/bukan atas 
perintah atasan akan tetapi atasan dapat ikut 
bertanggung jawab apabila cukup bukti dan pelanggaran 
Hak Asasi Manusia yang dilakukan atas perintah atasan. 
b. Apabila pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut 
merupakan tindakan atas keputusan pribadi anggota, 
maka yang bertanggung jawab adalah anggota secara 
individu, dan harus diketahui legalitas, nesesitas dan 
proporsionalitasnya. Kecuali ditemukan bukti bahwa 
atasan mengetahui tindakan tersebut tetapi tdak 
mengambil tindakan pencegahan, maka atasan juga ikut 
bertanggung jawab. 
c. Jika tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan 
atas perintah atasan, maka yang bertanggung jawab 
adalah atasan tersebut. Anggota yang melakukan 
tindakan juga ikut bertanggung jawab setelah diuji apakah 
tindakannya sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas, 
                                                          
28 Ibid., Hal. 180 
29 Ibid., Hal. 165 
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dan proporsionalitas dengan perbuatan petugas yang 
melanggar Hak Asasi Manusia. 
 
2. Sanksi Pidana Terhadap Penggunaan Senjata Api 
Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur. 
Didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun1999 
tentang Hak Asasi Manusia tidak ada diatur tentang 
ketentuan/sanksi terhadap tindakan pelanggaran Hak Asasi 
Manusia. Begitu juga Resolusi 34/168 tentang Prinsip-prinsip Dasar 
Penggunaan Kekerasa dan Senjata Api tidak ada diatur tentang 
ketentuan/sanksi pidana dari penggunaan senjata api yang tidak 
sesuai dengan prosedur. Didalam Resolusi ini hanya diatur bahwa 
penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur 
merupakan pelanggaran pidana dan harus diproses di peradilan 
umum. 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa di Indonesia 
penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yang 
merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia diproses sesuai 
dengan KUHP. Oleh karena itu, sebelum sanksi pidana 
ditentukan/dijatuhkan, harus dilihat terlebih dahulu, tindak pidana 
apakah yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api yang tidak 
sesuai dengan prosedur sehingga dapat diketahui sanksi pidananya. 
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Adapun tindak pidana yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata 
api yang tidak sesuai dengan prosedur antara lain : 
1. Penganiayaan 
Ancaman pidananya adalah pidana penjara selama-
lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah), 
sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Akan tetapi 
apabila penganiayaan tersebut menjadikan/menyebabkan luka berat 
maka ancaman pidananya adalah pidana penjara selama-lamanya 5 
(lima) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. 
Dan apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan matinya orang, 
ancaman pidananya adalah pidana penjara selama-lamanya 7 
(tujuh) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. 
2. Pemerasan 
Ancaman pidananya adalah pidana penjara selama-
lamanya 9 (Sembilan) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 
ayat (1) KUHP. 
3. Pencurian 
Ancaman pidananya adalah pidana penjara selama-lamanya 5 
(lima) tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 
(sembilan ratus rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 362 
KUHP. 
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4. Pembunuhan 
Ancaman pidananya adalah pidana penjara selama-
lamanya 15 (lima belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 
338 KUHP. 
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 KUHP, bagi 
seorang pegawai negeri yang melanggar kewajibannya dalam 
jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, maka 
hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Dan 
ketentuan ini juga berlaku bagi seorang anggota kepolisian 
Indonesia karena polisi merupakan bagian dari pegawai negeri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 92 KUHP. 
 
3. Kasus dan Tanggapan Kasus 
Putusan yang akan dianalisa dalam pembahasan ini 
adalah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 
1149/Pid.B/2013/PN.Mks tentang tindak pidana penganiayaan 
dengan menggunakan senjata api yang mengakibatkan orang lain 
luka berat. Terdakwa adalah Ishak Tiranda, seorang anggota polisi. 
Terdakwa didakwa telah melakukan penembakan terhadap 
atasannya Dr. Purwadi selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara 
Kota Makassar. Didalam melakukan perbuatannya tersebut, 
terdapat bebrapa barang bukti : 
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1. 1 buah pecahan proyektil yang ditemukan dilantai ruangan 
RS Bhayangkara Jl. Andi Mappaoddang Makassar; 
2. 1 buah senjata api merek Revolver 38 spesial Taurus No. 
seri 218382 Polri XJ 229158 Made in Brazil; 
3. 3 buah selongsong peluru; 
4. 2 buah peluru yang masih utuh (aktif); 
5. 1 lembar baju batik kemeja putih berlengan pendek merk 
madani; 
6. 1 lembar celana panjang warna hitam biru dan ikat 
pinggang; 
7. 1 lembar baju dalam warna putih. 
Adapun dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa 
telah dijelaskan sebelumnya, yakni berupa dakwaan yang bersifat 
sebsidaritas. Jadi sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang 
meringankan sebagai berikut : 
Hal-hal yang memberatkan : 
1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka berat 
terhadap Saksi korban, dan perbuatan tersebut dilakukan 
kepada seorang Karumkit Bhayangkara Makassar, 
walaupun tidak sedang melakukan jabatan yang sah, 
namun Saksi korban adalah juga atasan Terdakwa yang 
berpangkat Kombespol. 
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Hal-hal yang meringankan : 
1. Terdakwa belum pernah dihukum; 
2. Perbuatan Terdakwa dimaksud untuk kepentingan diri, 
harkat dan martabat keluarganya, namun pembelaan 
tersebut dilakukan secara berlebihan; 
3. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak 
akan mengulangi lagi; 
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; 
5. Bahwa, saksi korban menyatakan didepan persidangan, 
walaupun tidak bertemu dengan Terdakwa, dan kalau 
memaafkan tidak harus bertemu, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pada dasarnya saksi korban sudah 
memaafkan Terdakwa; 
Maka Majelis Hakim menetapkan putusan sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa Ishak Tiranda telah terbukti seara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat; 
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 
tahun; 
3. Menetapkan pidana tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari 
lamanya Terdakwa menjalani masa penahanannya; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 
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5. Menyatakan barang bukti, berupa : 1 buah senjata api merk 
Revolver 38 spesial Taurus No. seri 218382 Polri XJ 229158 
Made in Brazil dan 2 (dua) buah peluru yang masih utuh (aktif), 
dikembalikan kepada pemiliknya Negara Republik Indonesia 
Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Propam 
Polrestabes Makassar melalui Terdakwa; 
Barang bukti berupa : 1 buah pecahan proyektil, 3 buah 
selongsong peluru, 1 lembar baju batik kemeja putih berlengan 
pendek merk madani, 1 buah celana panjang warna hitam biru 
dan ikat pinggang, 1 lembar baju dalam warna putih, disita 
untuk dimusnahkan; 
6. Menetapkan Terdakwa dibebani lagi untuk membayar ongkos 
perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); 
Berdasarkan putusan Majelis Hakim diatas, sudah benar dan 
sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni 
melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada 
orang lain, dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan senjata 
api, sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Yang mana 
unsur-unsur dari pasal tersebut usdah terpenuhi sebagaimana telah 
dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Maka dengan itu, 
Tedakwa Ihak Tiranda harus mempertanggungjawabkan perbuatan 
yang telah dilakukannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai 
berikut : 
A. Kesimpulan 
1. Berdasarkan dakwaan dalam kasus ini, Penulis setuju 
dengan dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa yakni 
dakwaan lebih lagi lebih subsidair lagi, dimana perbuatan 
Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2). 
Putusan ini bukan tanpa alasan, sebab diantara semua 
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dakwaan 
inilah yang terbukti memenuhi unsur-unsur berdasarkan 
ketentuan Pasalnya (Pasal 351 ayat (2) KUHP). Dengan 
demikian, dakwaan yang digunakan untuk mengadili 
Terdakwa sudah tepat dengan menggunakan dakwaan yang 
diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP. 
2. Bila terjadi kasus penggunaan senjata api yang tidak sesuai 
dengan prosedur oleh aparat kepolisian, maka pihak yang 
berwenang melakukan penyidikan terhadap aparat 
kepolisian yang melakukan perbuatan tersebut adalah 
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aparat kepolisian sendiri yang dilakukan oleh Provoost 
dengan memperhatikan kepangkatan. Sanksi pidana bagi 
pelaku yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan 
prosedur, memperhatikan tindak pidana yang dilakukan 
dengan menggunakan senjata api. 
B. Saran 
1. Sebaiknya yang melakukan penyidikan terhadap anggota 
kepolisian yang melakukan tindak pidana bukan lagi pihak 
kepolisian sendiri. Hal ini bertujuan agar proses penyidikan 
dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan agar tidak 
terjadi penyimpangan dalam proses penyidikan, sehingga 
dapat ditemukan kebenaran dari peristiwa pidana tersebut 
dan hukumpun dapat ditegakkan. 
2. Berdasarkan tujuan dari pemidanaan, yaitu agar pelaku 
tidak kembali melakukan perbuatan yang sama dan agar 
aparat kepolisian yang lain tidak melakukan perbuatan yang 
sama, maka dalam hal ini seorang hakim harus memberikan 
hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku, yang 
dalam hali ini adalah aparat penegak hukum yang 
menggunakan senjata api tidak sesuai dengan prosedur.  
  
95 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku : 
 
Abdussalam. 1997. Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Jakarta : Restu Agung. 
Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bag.1. Stelsel Pidana, 
Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas  Berlakunya 
Hukum Pidana. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 
-----------------------. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bag.2 Penafsiran 
Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, 
Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas. Jakarta : PT 
Raja Grafindo Persada. 
Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang 
Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 
Andi Hamzah. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka 
Cipta. 
Awaloedin Djamin. 2007. Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Erlangga. 
Bambang Poernomo. 1992. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia 
Indonesia. 
Kiky Abriyanti. 2013.Tinjauan Yuridis Terhadap Prosuderal Melepaskan 
Tembakan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Makassar :Skripsi Perpustakaan FakultasHukum Unhas. 
Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: 
PT.Citra Aditya. 
96 
 
Lawrence M. Friedman. 1967. Legal Rules and Process of Social Change. 
Leden Marpaung. 2009. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar 
Grafika. 
Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara. 
Satjipto, Rahardjo. 2007. Membangun Polisi Sipil. Jakarta: Kompas. 
 
Peraturan Perundang-Undangan : 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 
1946) 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
 
